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BUPATI BANTUL 
 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

 
NOMOR   11   TAHUN 2015 

 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN PEJABAT PELAKSANA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) 
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015 

 

BUPATI BANTUL, 
 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan            

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman       
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah     

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang         

Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,          
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul diwajibkan       

membentuk Unit Layanan Pengadaan agar pelaksanaan 
barang/jasa secara terintegrasi dan terpadu; 
 

b. bahwa dalam rangka penyusunan anggota personil Unit 
Layanan Pengadaan maupun anggota cadangan Unit       
Layanan Pengadaan telah dilaksanakan seleksi dari          

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi ketentuan yang        
berlaku;  

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana            

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Pejabat 
Pelaksana Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten        
Bantul  Tahun Anggaran 2015; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang      

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam        
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang      

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik       
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran   
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana         

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti     
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan     
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014                    

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara            
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun           
1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 
 

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang     
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah     
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70        

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan     
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 
 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor        

2 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Unit Layanan       
Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 

 

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan     
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang          

Unit Layanan Pengadaan; 
 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun         

2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat           
Daerah Kabupaten Bantul dan Sekretariat Dewan        

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bantul  Seri D Nomor 13 Tahun 2007) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah    

Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2012 tentang       
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul         
Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan               

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten          
Bantul Nomor 9); 

 
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2013 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan 

Pengadaan Kabupaten Bantul ( Berita Daerah Kabupaten 
Bantul Tahun 2013 Nomor 65); 

 
                                                         M E M U T U S K A N : 
 

Menetapkan 
 

 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN 
PEJABAT PELAKSANA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) 

KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015. 
 

KESATU  Membentuk Pejabat Pelaksana Unit Layanan Pengadaan (ULP) 
Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 dengan susunan dan 

personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan      
ini. 

 

KEDUA  Tugas Pejabat Pelaksana ULP sebagaimana yang dimaksud dalam 
diktum KESATU adalah: 

a.  Tugas Tim Pembina ULP : 
1. memberikan supervisi seluruh kegiatan ULP; 

2. memberikan arahan dan pembinaan Sumber Daya Manusia 
ULP; dan 

3. menetapkan anggota ULP maupun anggota Cadangan yang 

berkompeten. 
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b. Tugas Kepala ULP : 

1. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; 

2. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan 
Barang/Jasa ULP; 

3. menyusun program kerja dan anggaran ULP; 
4. memantau kegiatan pengadaan barang/jasa di                

ULP dan melaporkan apabila ada penyimpanan dan/atau 

indikasi penyimpangan; 
5. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Bupati; 
6. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber    

Daya Manusia ULP; 

7. menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja 
masing-masing; 

8. mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian 

anggota Pokja ULP kepada Bupati; dan 
9. mengusulkan Staf Pendukung ULP sesuai dengan 

kebutuhan. 
c. Tugas Sekretaris ULP : 

1. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan,    

kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah 
tangga ULP; 

2. menginventarisasi paket pekerjaan yang akan 
dilelang/diseleksi; 

3. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang 

dibutuhkan Pokja ULP; 
4. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia      

barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP; 

5. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang 
disampaikan oleh penyedia barang/jasa; 

6. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data 
manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa; 

7. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa; 
8. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan 

menyusun laporan; dan 

9. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf 
pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa. 

d. Anggota merangkat Pokja ULP : 
1. melakukan kaji ulang terhadap Spesifikasi dan Harga 

Perkiraan Sendiri paket pekerjaan yang akan 

dilelang/seleksi; 
2. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, 

Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan 
rancangan kontrak kepada PPK; 

3. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan 

menetapkan dokumen pengadaan; 
4. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari 

pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan 

menjawab sanggah; 
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5. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA untuk 

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang 
bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratur milyar 
rupiah) dan penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai di     

atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui 
Kepala ULP; 

6. menetapkan Pemenang untuk : 
a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket 

pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa      

Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 
100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau 

b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket 

Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi 
Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). 

7. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK 
melalui Kepala ULP; 

8. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pemilihan 

Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP; 
9. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP 

mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan 
perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran 
lainnya; 

10. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli 
kepada Kepala SKPD dan/atau Kepala ULP; 

11. memberikan asistensi terhadap pelaksanaan barang/jasa   

di Satuan Kerja Perangkat Daerah; 
12. melakukan kaji ulang terhadap Rencana Umum   

Pengadaan yang dibuat oleh Pengguna Anggaran; 
13. menjadi sumber informasi terhadap aturan perundangan 

terkait barang/jasa; 

14. melakukan tugas piket sesuai jadwal di Gedung ULP;       
dan 

15. melakukan ketugasan yang diberikan pimpinan di       

bidang pengadaan barang/jasa. 
 

 
KETIGA  Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat ULP bertanggung jawab 

kepada Bupati. 
 
 

KEEMPAT  Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan 
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015. 
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KELIMA  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 

 
Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal    02 JANUARI 2015 
 
 BUPATI BANTUL, 

 
           ttd. 
 

 
SRI  SURYA  WIDATI 

 
 
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. : 

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY; 

3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul; 
4. Kepala Bappeda Kab. Bantul; 
5. Kepala Inspektorat Kab. Bantul; 

6. Kepala DPPKAD Kab.Bantul;  
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul; 
8. Yang bersangkutan. 

 
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 
 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 

u.b. Asisten Pemerintahan 

Kepala Bagian Hukum 
 

 

 

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H 

NIP. 19691231 199603 10 17 
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                                                                         LAMPIRAN : 
                                                                         KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

                                                                         NOMOR   11     TAHUN   2015 
                                                                         TENTANG 

                                                                         PEMBENTUKAN PEJABAT                    
                                                                         PELAKSANA UNIT LAYANAN 
                                                                         PENGADAAN (ULP) KABUPATEN 

                                                                         BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015 
 

SUSUNAN DAN PERSONALIA 
 

NO. JABATAN 

DALAM TIM 

JABATAN DALAM DINAS NAMA  

1 2 3 4 

A. Tim Pengarah  
1. Pembina Bupati Bantul  

2. Wakil Pembina Wakil Bupati Bantul  
3. Penasehat Sekretaris Daerah Kab. Bantul  
4. Anggota 1. Asisten Perekonomian dan 

Pembangunan Setda Kab. Bantul  
2. Staf Ahli Bupati Bidang 

Pembangunan 
3. Kepala Inspektorat Kab. Bantul 
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. 

Bantul 

 

 
 

 
 
 

 
 

B. Tim Pelaksana   
1. Kepala ULP 

Merangkap 

sebagai   
Anggota ULP 
 

Kepala Bagian Administrasi 
Pembangunan Setda Kab. Bantul 

 

2. Wakil Kepala 
ULP merangkap 

sebagai   
anggota ULP 
 

Dendi Sulistyo Wibowo, SSTP Bagian Administrasi 
Pembangunan Setda Kab. Bantul  

3. Sekretaris 1  
merangkap 

sebagai   
anggota ULP 
 

Slamet Widodo, SIP Bagian Administrasi 
Pembangunan Setda Kab. Bantul 

4. Sekretaris 2  
merangkap 
sebagai   

anggota ULP 
 

Y.Sudarsana Bagian Administrasi 
Pembangunan Setda Kab. Bantul 

5. Anggota 1. Andus Sarwana, SH 
2. Siti Nuryani, SE 
3.  Subagiyo, ST 

 
4.  Supandri, SE 

 
5.  Hartoyo 
 

 
 
 

DPPKAD Kabupaten Bantul 
DPPKAD Kabupaten Bantul 
Dinas           Pekerjaan       Umum 

Kabupaten Bantul 
Dinas           Pekerjaan       Umum 

Kabupaten Bantul 
Dinas           Pekerjaan       Umum 
Kabupaten Bantul 
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1 2 3 4 

  6. Rusdy Aryanta 
 

7. Iwantoro 
 

8. Siswantara 
 
9. Subandi 

 
10. Karyana, ST.Msi 
 

11. Jimmy AM Simbolon,S.Si,Apt 
 

12. Ir.Wiyana, MT 
 
13. Widhi Yuniardi, A. Md 

 
14. Yanatun Yunadiana, S.Si,M. Si 

15. Nantirah, Bsc 
16. Suharti 
17.Mukhammad Ali S, Mpd 

 
18. Parjiyono 
 

19. drh. Wisnu Sukmono 
 

20. Drs. Agus Suharja 
21. Beja Santoso 
 

22. Sari Moempuny, SE, M.Si 
 

23. Drs. Moh. Wahyudi W, M. Eng 
24. Prilestari Handayani, ST, MM 
 

25. R.Roso Sriyanto, SE, M. Si  
26. Benyamin Rukiyanto T, ST 
 

27. Achmedina MS, S.Kom, M. Eng 
28. Harini Dewanti S, Si.Apt 

29. Catur Widiawati, SKM 
30. Suparman, S.IP, MHum 
31. Siti Rahayu N, SH.M. Hum 

32. Anwar Nur F, SSTP, M.Eng 
 

33. Sri Hartini, SIP 
 
34. Sri Mulyani, SSTP, M.Eng 

 
35. Agus Yuli Herwanta, ST, MT 
36. Sarjiman, SIP, ME 

 

Dinas           Pekerjaan       Umum 
Kabupaten Bantul 

Dinas           Pekerjaan       Umum 
Kabupaten Bantul 

Dinas           Pekerjaan       Umum 
Kabupaten Bantul 
Dinas           Pekerjaan       Umum 

Kabupaten Bantul 
Dinas      Sumber      Daya      Air  
Kabupaten Bantul 

Dinas      Sumber      Daya      Air  
Kabupaten Bantul 

Dinas      Sumber      Daya      Air  
Kabupaten Bantul 
Dinas      Sumber      Daya      Air  

Kabupaten Bantul 
Dinas Kesehatan Kab.Bantul 

Dinas Kesehatan Kab.Bantul 
Dinas Kesehatan Kab.Bantul 
Dinas Pendidikan Menengah dan  

Non Formal Kab.Bantul 
Dinas Pendidikan Menengah dan  
Non Formal Kab.Bantul 

Dinas Pertanian dan Kehutanan 
Kabupaten Bantul 

Disperindagkop  Kab.Bantul 
Dinas         Pendidikan        Dasar  
Kabupaten  Bantul  

Dinas         Kebudayaan         dan 
Pariwisata Kabupaten Bantul 

Bappeda Kabupaten Bantul 
Badan       Lingkungan       Hidup 
Kabupaten Bantul 

BKK, PP dan KB Kab.Bantul 
Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Bantul  

Kantor PDT Kab. Bantul  
RSUD.Panembahan Senopati  

RSUD.Panembahan Senopati  
Bagian Hukum Setda Kab.Bantul 
Bagian Hukum Setda Kab.Bantul 

Bagian Administrasi 
Pembangunan Setda Kab.Bantul 

Bagian Administrasi 
Pembangunan Setda Kab.Bantul 
Bagian Tata Pemerintahan Setda  

Kabupaten Bantul  
Kecamatan Imogiri Kab.Bantul 
Kecamatan Kretek Kab.Bantul 
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1 2 3 4 

6. Staf Sekretariat  

ULP 
 
 

 
 

1. Mukijo, SE 

2. Murwati 
3. Purwanto 
 

Bagian Administrasi  

Pembangunan Setda Kabupaten 
Bantul 
 

 
 
 

 
BUPATI BANTUL, 

 
          ttd. 
 

 
                                                                            SRI SURYA WIDATI 
 


